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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Gerakan Aliansi Buruh Yogyakarta: Studi
Kasus Perlawanan Terhadap Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015
tentang Pengupahan. Judul ini berangkat dari argumentasi bahwa saat ini
posisi buruh hanya menjadi obyek pembangunan ekonomi yang rentan
timbulnya suatu penindasan. Ditambah dengan tidak berpihaknya
pemerintah kepada buruh, mengharuskan serikat atau organisasi buruh
melakukan berbagai gerakan perlawanan untuk mengatasi ketertindasan
yang menimpanya. Sebagai salah satu bentuk upaya pembelaan diri
ataupun menyatakan aspirasi kepentingannya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif.
Peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan metode observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Teori yang di gunakan dalam penelitian ini
adalah Teori Tinjauan Gerakan Buruh dan Tinjauan Pengupahan. Analisis
data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan
kesimpulan. Teknik validasi untuk menguji keabsahan data peneliti
menggunakan triangulasi data dengan membandingkan data hasil
pengamatan dengan wawancara dan meninjau hasil wawancara dengan
dokumen terkait.

Hasil penelitian ini menujukan bahwa gerakan perlawanan
Aliansi Buruh Yogyakarta sangat solid dan massif. Berbagai cara dan
strategi gerakan pernah dilakukan mulai dari gerakan litigasi mapun non-
litigasi untuk meningkatkan kondisi kesejahteraan buruh dan keluarganya.
Meskipun gerakan perlawanan tersebut tidak menghasilkan perubahan
yang signifikan dalam mendorog kesejahteraan buruh.

Kata Kunci: Gerakan perlawanan, Aliansi Buruh Yogyakarta,
kesejahteraan buruh
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Membaca politik hukum perburuhan di Indonesia saat ini sangat

memprihatinkan dan memilukan karena masih menempatkan buruh

sebagai obyek dalam roda industri dan pembangunan ekonomi. Oleh sebab

itu, tidak jarang buruh hanya dijadikan sebagai perangkat dan tenaga

produksi saja oleh para pengusaha (pemilik modal) dalam mendorong

akumulasi keuntungannya. Selain itu, buruh juga tidak mendapatkan

sebuah perlindungan dan kepastian hukum yang jelas atas keberadaannya.

Meskipun ada Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan yang memberikan sedikit ruang perlindungan kepada

buruh, tetapi pada kenyataannya tidak sesuai dengan kerangka idealnya.

Di samping itu, pengaturan politik perburuhan (kebijakan

perburuhan) di Indonesia sangat diwarnai dengan semangat penataan

struktur politik berdasarkan pembagian masyarakat secara fungsional, di

mana golongan buruh diposisikan sebagai “bahan bakar” lokomotif negara

dalam proses produksi, dan secara politik, buruh dijadikan massa

pengamanan bangunan industrialisasi.1

Akibatnya, hal tersebut membuat perjalanan kondisi

kesejahteraan buruh selama ini mengalami pasang surut dan sangat rentan

1 Munir, Gerakan Perlawanan Buruh Gagasan Politik dan Pengalaman Pemberdayaan
Buruh Pra Reformas, (Malang: Omah Munir, 2014), hlm. 30.
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akan terjadinya hal-hal yang merugikannya, seperti adanya praktek

pemutusan hubunga kerja (PHK) secara sepihak, upah murah masih

melanggeng, kerja tanpa batas waktu, kerja kontrak masih berlangsung,

sulit melakukan cuti kerja, tunjangan lembur tidak bayar, dan lain

sebagainya.

Kemudian, perihal ketidakterlibatan buruh secara struktural dalam

politik-hukum atau perundang-undangan perburuhan ini tentunya memiliki

dampak yang signifikan terhadap kondisi kesejahteraan dan hak-hak

dasarnya. Akibatnya buruh tidak memiliki posisi dayar tawar (bargaining

position) terhadap para pengusaha (pemilik modal), sehingga buruh sangat

mudah untuk dipermainkan sesuai dengan kehendak perusahaan. Padahal

jumlah buruh (tenaga kerja) di Indonesia ini cukup fantastis. Menurut

Badan Pusat Statistik jumlah tenaga kerja/buruh di Indonesia pada  2017

tercatat  mencapai 22, 16 juta orang, dengan persentase di sektor formal

41,72% dan sektor informal 58,28%.2 Sedangkan jumlah buruh di Daerah

Istimewa Yogyakarta selama kurun waktu 2011-2015 buruh (tenaga kerja)

tercatat mencapai 1.891.218.3 Dengan jumlah buruh yang cukup besar ini,

jika tidak disertai dengan upaya pelibatan politik hukum yang memihak

kepada buruh tentunya akan menambah nasib penderitaan bagi kaum

buruh kedepannya.

2 Koran Republika, Buruh Persoalkan Upah. 2 Mei 2017, hlm. 1.

3 Berita Resmi Statistik (BRS) yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah
Istimewa Yogyakarta 2016.
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Beberapa operandi politik hukum yang tidak memihak kepada

buruh, akan menyebabkan; Pertama, terjadinya fleksibilitas pasar kerja,

sehingga memudahkan pengusaha melakukan pola pergantian buruh,

rekrutmen dengan sistem kontrak kerja jangka pendek dan outsourcing.

Kedua, pemerintah memobilisasi tenaga kerja untuk mengiringi mobilitas

modal. Ketiga, pemerintah melakukan kontrol secara ketat terhadap segala

aktivitas pekerja/buruh secara represif dan korporatis, seperti melakukan

pengendalian organisasi buruh secara integral di bawah Kementrian

Tenaga Kerja, melarang segala bentuk protes, pengendalian terhadap

lembaga perselisihan perburuhan dibawah lembaga administrasi negara,

dan adanya monopoli penentuan upah terhadap buruh. Keempat, penerapan

policy non enfercement dibidang penerapan sanksi terhadap pelanggaran

yang dilakukan oleh pengusaha.4

Adapun definisi buruh, pengusaha dan upah menurut Undang-

Undang tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ialah;

Buruh merupakan setiap orang yang bekerja dengan menerima upah
atau imbalan dalam bentuk lain5. Sedangkan pengusaha adalah orang
perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan
suatu perusahan milik sendiri, atau bukan miliknya.6 Upah
merupakan hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam
bentuk uang sebagai imbalan dari penguasa atau pemberi pekerja
kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu
perjanjian kerja, kesepakatan, atau peratauran perundang-uandangan,

4 Rachmad Syafa’at, Gerakan Buruh dan Pemenuhan Hak Dasarnya Strategi Buruh
Dalam Melakukan Advokasi, (Semarang: In-TRANS, 2008), hlm. 27-28.

5 Undang-Undang Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

6 Ibid.
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termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu
pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.7

Kedua elemen antara buruh dan pengusaha berjalan secara

beriringan dan dialektis. Namun sering kali yang terjadi buruh selalu

menjadi obyek dan korban intimidatif dan eksploitatif yang dilakukan oleh

para pengusaha (pemilik modal). Buruh dapat diklasifikasikan menjadi 2

(dua) hal, yaitu buruh profesional dan buruh kasar. Buruh profesional

adalah pekerja yang mengunakan otak atau fikiran. Sedangkan buruh kasar

adalah pekerja yang hanya mengandalkan tenaga otot.

Sejak tahun 2015 hingga saat ini, sebagian buruh Indonesia

melakukan aksi protes dan demontrasi dijalanan, bahkan sempat

melakukan mogok nasional, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta

yang dipelopori oleh Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY), sebagai salah satu

elemen gerakan buruh yang pro-aktif dalam memperjuangkan upah layak

bagi buruh dan menolak terhadap Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015

tentang Pengupahan.8

Selain itu, orientasi Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015

tentang Pengupahan ini sangat cenderung mengikuti mekanisme pasar

bebas dan bermotifkan neoliberalisme. Negara selaku memiliki otoritas

dan yang bertanggung jawab atas keluarnya peraturan pemerintah tentang

pengupahan ini menampilkan sebuah potret kemesraan dengan arus

7 Ibid.

8Harminanto, Aliansi buruh Unjuk Rasa di Kepatihan,
http://krjogja.com/web/news/read/14243/home3.html. (Diakses 2 Mei 2017).
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ideologi pasar bebas karena menyerahkan kalkulasi upah kepada

mekanisme pasar.9 Semua persoalaan pengupahan disandarkan pada roda

pertumbuhan ekonomi yang notabene-nya sering mengalami fluktuatif.

Sehingga dalam hal ini negara telah menjadi kepanjangan tangan pelaku

ideologi neoliberalisme yang dimainkan oleh IMF, WTO dan Bank

Dunia.10 Padahal ketiga lembaga keuangan tersebut merupakan sebuah

lembaga predator yang membawa kesangsaraan dan penderitaan.11

Sedangkan latar belakang dikeluarkannya Peraturan Pemerintah

Tentang Pengupahan Tahun 2015 ini sangat erat kaitannya dengan situasi

krisis yang menimpa pemerintahan Indonesia pada saat itu.12 Sebagaimana

Presiden Jokowi Widodo mengeluarkan paket-paket kebijakan

ekonominya, mulai dari paket I-IV yang secara kasat mata melindungi

investor dan para pengusaha. Paket ekonomi I adalah untuk mendorong

proyek-proyek strategis, paket ekonomi II untuk menarik investor

sebanyak-banyaknya dengan cara debirokratisasi dan deregulasi. Paket

ekonomi III memberikan subsidi kepada para pengusaha dan investor,

misalnya dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) perusahan dan energi untuk

industri ditambah. Paket ekonomi IV yang kemudian melahirkan Peraturan

9 Indrasari Tjandraningsih, Menggeser Jebakan Menjadi Peluang : Penguatan Gerakan
Buruh Indonesia Dalam Arena Pasar Bebas, Jurnal Sosial Demokrasi, Volume 10, Nomor 4,
2010, hlm, 13.

10 Ibid.

11 Winarto, Budi Melawan Gurita Neoliberalisme, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 11.

12 Sabrina, Pemerintah Umumkan Paket Kebijakan Ekonomi,
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/09/07/130000826/Rabu.Pemerintah.Umumkan.Paket
.Kebijakan.Ekonomi, (Diakses 22 Mei 2017).
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Pemerintah No 78 tentang Pengupahan tahun 2015 ini, justru semakin

menegaskan bahwa seluruh paket ekonomi yang dikeluarkannya untuk

kepentingan segilintir para pemodal bukan untuk rakyat terutama bagi

kalangan buruh, karena peraturan pemerintah tentang pengupahan tahun

2015 yang merupakan bagian paket IV membatasi kenaikan upah

beradasarkan pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi.13

Di dalam Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang

Pengupahan ini, terdapat beberapa permasalahan yang mengganjal.

Sehingga hal tersebut memunculkan suatu reaksi bagi kalangan buruh

untuk melakukan penentangan dan penolakan terhadap penerapan

Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan ini. Adapun

letak permasalahannya diantaranya, Pertama, dalam menentukan dan

menetapkan besaran nominal upah minimum baik level kota, kabupaten

muapun provinsi hanya dilakukan oleh Gubernur dengan melihat

rekomendasi atau saran yang diusulkan oleh Bupati/ Walikota dan Dewan

Pengupahan.14 Hal ini menunjukkan bahwa, peranan buruh sangat

dikerdilkan dan dilucutkan, serta tidak dapat menyampaikan hak-hak

politik dan sosialnya dalam penentuan dan penetapan upah minumnya.

Sehingga menimbulkan sebuah kesan bahwa buruh hanya menjadi obyek

semata bagi para pegusaha (pemilik modal).

13Budi Wradoyo, Kita Harus Siap Berhadapan-Hadapan Dengan Pemerintah,
https://indoprogress.com/2016/09/budi-wardoyo-kita-harus-berdiri-berhadap-hadapan-dengan-
pemerintah/, (Diakses 2 Maret 2017).

14 Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, Pasal 47 ayat 3.
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Kedua, dalam proses pembuatan dan perumusan hukum Peraturan

Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan ini kalangan buruh

tidak dilibatkan didalamnya. Sehingga lahirnya peraturan Peraturan

Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan ini mengalami suatu

kepincangan, dan telah menyalahi Konvensi Internasional Labour

Organization (ILO) Nomor 144 yang mengamanatkan tentang pelibatan

serikat pekerja dan pengusaha dalam pembuatan regulasi hukum

ketenagakerjaan.15

Ketiga, dalam menentukan dan menetapkan nominal upah

berbasiskan formula tetap yaitu melalui tingkat inflasi, pertumbuhan roda

ekonomi nasional dan komponen hidup layak (KHL) yang ditinjau selama

lima tahun oleh Badan Pusat Statistik (BPS).16 Padahal kebutuhan hidup

buruh dalam praktisnya sangat dinamis. Hal ini selaras dengan pasal 47

ayat 4 yang menjelaskan bahwa kalkulasi rumusan nominal upah

minimum didasarkan pada hasil peninjauan kebutuhan hidup layak yang

komponen layak dan jenisnya ditetapkan oleh menteri dan dengan

memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu,

melalui formulasi semacam ini tentunya sangat merugikan dan

memiskinkan kalangan buruh.

15 Kahar, S Cahyono, Membongkar Kebohongan Pemerintah Terkait PP Pengupahan,
http://www.koranperdjoeangan.com/membongkar-kebohongan-pemerintah-terkait-pp-
pengupahan/, (Diakses 22 Maret 2017).

16 Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, Pasal 47, ayat 4.
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Keempat, substansi dari Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015

tentang Pengupahan ini tidak mencerminkan semangat dan roh dari

konstitusi yaitu kesejahteraan dan kehidupan yang layak bagi seluruh

masyarakat termasuk pada bagi buruh, sebagaimana yang termaktub dalam

Undang-Undang dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2, yang menjelaskan tiap-tiap

warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

kemanusian.17

Kelima, dalam konten Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015

tentang Pengupahan ini tidak memberikan sanksi pidana kepada para

pengusaha (pemilik modal) ketika melakukan pelanggaran terhadap hak-

hak dasar buruh. Hal ini tentunya sangat menguntungkan pihak pengusaha.

Padahal dalam dinamika perburuhan di Indonesia banyak fakta yang

terjadi bahwa pengusaha sering melakukan pelanggaran terhadap hak-hak

dasar buruh.

Keenam, melalui Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015

tentang Pengupahan ini negara atau pemerintah Indonesia secara eksplisit

maupun implisit melanggengkan politik upah rendah bagi seluruh buruh di

Indonesia karena tidak mampu mensejahterakan buruh yang sesuai

kehidupan yang layak. Selain itu, negara atau pemerintah telah

menyerahkan kalkulasi nominal upah minimum kepada supremasi pasar

bebas. Mengingat semangat pasar bebas ini merupakan agenda utama dari

IMF, melalui structural adjustment program (SAP) nya.

17Alih Aji Nugrogo, Wujud Rezim Penghamba Modal Dalam Kebijakan Penguapahan Di
Indonesia, http://islambergerak.com/2016/12/wujud-rezim-penghamba-modal-dalam-kebijakan-
pengupahan-di-indonesia/, (Diakses 22 Maret 2017).
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Dengan demikian, keenam permasalahan inilah yang menyelimuti

kalangan buruh saat ini melalui keluarnya politik hukum yang berbentuk

Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Oleh sebab

itu, sangat logis jika sebagian lapisan buruh melakukan aksi mogok

nasional pada bulan November 2015 yang lalu, sebagai suatu sikap

penentangan dan penolakan atas keputusan yang dikeluarkan oleh

pemerintah. Selain itu, permasalahan tersebut memiliki implikasi secara

signifikan terhadap kondisi kesejahteraan buruh baik segi perlindungan

maupun jaminan sosialnnya.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan

suatu kajian mengenai bagaimana perlawanan Aliansi Buruh Yogyakarta

(ABY) terhadap Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang

Pengupahan untuk kesejahteraan buruh. Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY)

merupakan salah satu elemen organisasi gerakan buruh yang

berkonsentrasi dalam memperjuangkan upah layak bagi kehidupan buruh

di Yogyakarta dan bersikap pro-aktif dalam isu peraturan hukum

pengupahan. Oleh sebab itu, penting untuk memahami gerakan Aliansi

Buruh Yogyakarta (ABY) karena sudah melakukan berbagai upaya

penyikapan dan perlawanan terhadap Peraturan Pemerintah No 78 Tahun

2015 tentang Pengupahan baik melalui jalan non-litigasi (seperti

demonstrasi, unjuk rasa, mobilisasi massa) maupun dengan cara litigasi

yaitu berjuang menempuh jalur hukum (pengadilan).
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B. Rumusan Masalah

Bagaimana perlawanan Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) terhadap

Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan untuk

kesejahteraan buruh?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan pada rumusan di atas tersebut tujuan penulisan ini adalah

untuk menjelaskan segala aktivitas-aktivitas Aliansi Buruh Yogyakarta

(ABY) dalam melakukan berbagai gerakan perlawanan terhadap

Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dalam

rangka meningkatkan kondisi kesejahteraannya.

2. Manfaat penulisan

Sesuai dengan kerangka permasalahan diatas, penelitian ini diharapkan

dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh suatu

pemahaman akademis serta bahan bacaan atau referensi tentang

gerakan sosial yang dilakukan oleh kalangan buruh yang berbentuk

aksi protes atau demonstrasi dalam menyikapi Peraturan Pemerintah

No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Karena kalangan buruh

selama ini tidak memiliki posisi daya tawar dalam struktural politik

hukum dan buruh hanya dijadikan tenaga produksi bagi para

pengusaha (pemilik modal) dalam meraup keuntungan. Sedangkan
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dalam pemberian upah minimum kepada buruh sangat jauh dari

standar upah layak sebagaimana mestinya.

b. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi kalangan akademisi dalam upaya

melakukan penelitian lanjutan maupun juga bagi peneliti yang

memiliki konsentrasi dalam memotret gerakan buruh pasca reformasi

yang berkaitan dengan perjuangan hak ekonomi, hak sosial maupun

hak politiknya dan dapat dijadikan sebagai panduan bagi masyarakat

umum terutama bagi kalangan buruh sendiri dalam melakukan

advokasi sosial-politiknya. Aksi protes atau perlawanan buruh ini

terhadap Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang

Penguapahan ini merupakan manifestasi dan transformasi kesadaraan

kelas yang ada dalam gerakan buruh selama ini.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai persolaan buruh telah banyak dilakukan oleh

peneliti sebelumnya dengan penyajian sudut pandang yang sangat

beragam. Untuk lebih mudahnya, peneliti mengklasifikasikan terkait

karya-karya penelitian yang sudah ada menjadi dua hal dalam tinjauan

kepustakaan; yaitu tentang gerakan buruh dan gerakan buruh untuk

perubahan kebijakan atau kesejahteraan.
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Pertama, tinjauan kepustakaan tentang gerakan buruh, diantaranya;

1) Buku “Gerakan Buruh dan Pemenuhan Hak Dasarnya Strategi Buruh

Dalam Melakukan Advokasi” ditulis oleh Rachmad Syafa’at.18 Buku ini

menjelasakan bagaimana tentang dinamika gerakan buruh secara umum.

Disamping itu, buku ini juga mengemukakan model advokasi gerakan

buruh sebagai salah satu strategi dalam menuntut hak-hak dasarnya,

melalui dari adanya pembenahan internal dalam gerakan buruh,

membangun aliansi strategis gerakan dan memperluas jaringan kerja sama

antar organisasi buruh yang ada, hingga kemudian merumuskan segala

agenda-agenda gerakan buruh yang harus diprioritaskan kedepannya.

2) Buku “Gerakan Perlawanan Buruh Gagasan Politik dan Pengalaman

Pemberdayaan Buruh Pra Reformasi” ditulis oleh Munir Said Thalib.

Dalam buku ini menjelaskan tentang nuansa perjalanan gerakan buruh

sebelum terbitnya fajar reformasi. Sedangkan munculnya gerakan buruh

tidak terlepas dari konfigurasi kebijakan politik yang sedang berkembang.

Selain itu, buku ini juga mengemukakan pengalaman keterlibatan penulis

dalam proses pemberdayaan dan pembangunan kapasitas diri buruh.

3) Artikel “Pendidikan Bagi Buruh: Menuju Kesadaraan Kelas” ditulis

oleh Rita Olivia Tambunan.19 Artikel ini menjelaskan pentingnya suatu

pendidikan bagi kalangan buruh demi meningkatkan pengetahuan dan

18 Syafa’at Rachmad, Gerakan Buruh dan Pemenuhan Hak Dasarnya Satrategi Buruh
Dalam Melakukan Adovokasi, (Semarang: In-TRANS, 2008).

19 Abu Mufakhir, dkk, Kebangkitan Gerakan Buruh Refleksi Era Reformasi, (Tangerang
Selatan: Marjin Kiri, 2014), hlm. 177.
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kesadaraan buruh dalam memahami hak-hak dasarnya yang harus

didapatkannya. Selain itu, pendidikan bagi buruh ini menjadi sebuah

wahana ideologisasi dan internalisasi kesadaraan terkait pentingnya buruh

berorganisasi atau berserikat. Sehingga buruh dapat memahami bahwa

dirinya adalah bagian dari kelas tertentu dalam tatanan masyarakat.

Kedua, tinjauan kepustakaan gerakan buruh untuk perubahan

kebijakan atau kesejahteraan, diantaranya;

1) Jurnal “Protes Sosial Buruh Sebagai Alternatif Perumusan Kebijakan

Publik, ditulis oleh Kris Nugroho.20 Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa

aksi protes yang dilakukan oleh gerakan buruh dapat mengubah suatu

kebijakan yang ada, baik soal upah minimum maupun regulasi politik-

hukum. Karena gerakan buruh merupakan bagian dari gerakan sosial yang

juga dipengaruhi oleh struktur sosial, ekonomi dan politik.

2) Artikel “Sistem Jaminan Sosial Nasional: Langkah Besar Gerakan

Buruh Dalam Meraih Kesejahteraan dan Keadilan Sosial” ditulis oleh

Surya Tjandra.21 Artikel ini memotret perjuangan gerakan buruh untuk

mendapatkan jaminan sosial dari negara atau pemerintah. Sehingga

gerakan buruh yang terdiri dari beberapa elemen buruh membentuk suatu

Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS), yang tujuannya untuk mengadvokasi

adanya jaminan sosial bagi kalangan buruh.

20 Kris Nugroho, Protes Sosial Buruh Sebagai Alternatif Perumusan Kebijakan
Publik,Ekonomi-Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Erlangga, Volume 5 Nomor,
Agustus 2007.

21 Abu Mufakhir, dkk, Kebangkitan Gerakan Buruh Refleksi Era Reformasi, hlm, 17.
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3) Jurnal Gerakan Serikat Buruh: Gerakan Penolakan/Penuntutan Revisi

Ranperda Ketenagakerjaan 2011 oleh Serikat Buruh Di Kabupaten

Gresik, ditulis Ade setiawan.22 Jurnal ini menjelaskan bahwa gerakan

buruh melakukan mobilisasi massa dan aksi kolektif lintas organisasi

buruh untuk menuntut perubahan atau revisi terkait Rancangan Peraturan

Daerah (RAPERDA) karena dianggap merugikan posisi buruh dan

sekaligus bertentangan dengan cita-cita Undang-Undang Ketenagakerjaan

Tahun 2003.

Perbedaan penelitian ini dari kedua tinjauan kepustakaan diatas

adalah terletak pada spesifik permasalahan, yang dihadapi oleh Aliansi

Buruh Yogyakarta (ABY) terkait dengan adanya Peraturan Pemerintah No

78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Sedangkan titik fokus dari Penelitian

ini mencoba untuk menguraikan berbagai perlawanan gerakan buruh

Yogyakarta, khususnya Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) yang telah

melakukan aksi protes penolakan dan demonstrasi terhadap Peraturan

Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Penguapahan karena dianggap

melanggengkan upah rendah bagi buruh serta bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar pasal 27 ayat 2 tentang penghidupan yang layak.

E. Kerangka Teoritik

1. Tinjauan Gerakan Buruh

Munculnya gerakan buruh tidak terlepas dari sebuah produk

kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa (pemerintah) yang notabene

22 Ade Setiawan, Gerakan Serikat Buruh: Gerakan Penolakan/Penuntutan Revisi
Ranperda Ketenagakerjaan 2011 oleh Serikat Buruh Di Kabupaten Gresik, Jurnal Politik Muda,
Volume 1, No. 1 Oktober 2012.
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merugikan posisi buruh.23 Buruh tidak mendapatkan ruang akses yang

lebih secara struktural politik hukum dalam menyampaikan segala aspirasi

dan kepentingannya, sehingga menyebabkan buruh melakukan konsolidasi

gerakan dalam rangka untuk melancarkan suatu perlawanan dan

penentangan atas kebijakan tersebut. Sedangkan adanya gerakan buruh

tiada lain bertujuan untuk melakukan suatu perubahan baik ditingkat

regulasi supaya lebih demokratis, terbuka dan partisipatif, maupun demi

kepentingan buruh sendiri dan lingkungan sekitarnya.

a. Konsolidasi Gerakan buruh.

Terjadinya proses penyadaran dan pengorganisasian buruh

merupakan salah satu prasyarat yang sangat penting untuk

keberlangsungan jalannya roda gerakan buruh. Karena keberadaan

organisasi buruh dan gerakan buruh ini akan mempermudah dalam

memperjuangkan hak-hak buruh sehingga nasib buruh mengalami

perbaikan secara terus-menerus, dan buruh tidak perlu menunggu dan

menggantungkan perubahan nasibnya pada kebijakan pemerintah yang hal

itu sama saja artinya dengan memperpanjang masa eksploitasi, sebab

posisi pemerintah sangat rentan akan keberpihakannya kepada pemilik

modal.24

Oleh karenanya, perjuangan gerakan buruh secara kolektif

menjadi pilihan yang sangat tepat, strategis dan rasional dibandingkan

berjuang secara individual. Mengingat permasalahan buruh adalah

23 Munir, Gerakan Perlawanan Buruh, hlm. 2.

24 Rachmad, Syafa’at Gerakan Buruh Dan Pemenuhan. hlm. 40.
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persolaan struktural, sehingga efektifitas kerja gerakan buruh melalui

organisasi atau serikat lebih memungkinkan dibandingkan gerakan yang

sifatnya non-organisasi.25

Maka adanya kerja gerakan kolektif yang diupayakan oleh buruh

merupakan bagian dari struktur mobilisasi massa. Sebab, menurut

McCarthy seperti yang dikutip oleh Abdul Wahab Situmorang

mendefinisikan bahwa struktur mobilisasi massa yaitu sejumlah cara atau

metode suatu kelompok gerakan sosial yang melebur dalam aksi kolektif

atau bersama, termasuk di dalamnya mengenai taktik gerakan dan bentuk

organisasi gerakan sosial.26 Oleh sebab itu, perlu untuk memobilisasi

ruang-ruang sosial yang ada dalam masyarakat, seperti keluarga, jaringan

pertemanan, tempat kerja dan elemen-elemen lainnya untuk membangun

dan menopang agenda-agenda gerakan buruh kedepannya.27 Karena

adanya gerakan kolektif buruh ini disebabkan oleh tiga hal; yaitu adanya

ketidakadilan, pengaruh identitas dan agensi.28 Ketidakadilan ini erat

kaitannya dengan peminggiran posisi buruh dalam sebuah tatanan sistem.

dan pengaruh identitas merupakan representasi dari identitas tertentu yang

memiliki berbeda kepentingan dengan identitas lainnya. Sedangkan agensi

25 Ibid, hlm. 42.

26 Abdul Wahab Situmorang, Gerakan Sosial: Teori dan Praktek, (Yogyakarta; Pustaka
Pelajar, 2008). hlm, 10.

27 Ibid, hlm, 10.
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mengacu pada kenyakinan bahwa seseorang dapat mengubah kondisi atau

kebijakan melalui aksi gerakan kolektif.29

Di samping itu, sikap independensi dan otonomi gerakan buruh

merupakan salah satu modal utama untuk kesuksesan perjuangan gerakan

buruh dalam menjalankan gagasan-gagasan perubahannya.30 Maka

lahirnya gagasan-gagasan gerakan buruh yang nantinya akan menjadi

sebuah tuntutan perjuangan dalam gerakannya harus berasal dari

kepentingan mayoritas organisasi buruh itu sendiri bukan berdasarkan

pada kepentingan diluarnya.

b. Arah Gerakan Buruh.

Arah gerakan buruh sendiri dapat dibedakan menjadi dua hal,

yaitu perjuangan gerakan buruh secara vertikal dan perjuangan buruh

secara horizontal.31 Gerakan buruh secara vertikal adalah usaha untuk

mempengaruhi terhadap undang-undang, mengintervensi (campur tangan)

putusan pemerintah secara formal maupun informal dalam berbagai

masalah termasuk hal penentuan upah dan penciptaan kondisi kerja yang

lebih baik.

Sedangkan gerakan buruh secara horizontal merupakan suatu

dasar pemikiran buruh, dimana sasaran utamanya adalah pencapaian

28 Bert Klandermans, Protes Dalam Kajian Psikologi Sosial, (Yogyakarta, Pustaka
Pelajar, 2015). Hlm, 7.

29 Ibid, hlm, 10

30 Rachmad, Syafa’at Gerakan Buruh Dan Pemenuhan.  hlm. 45.

31 Ibid, hlm. 3.
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jaminan dan perlindungan kerja, peningkatan gaji yang lebih tinggi dan

kondisi yang lebih baik di tempat kerja melalui proses tawar-menawar

secara kolektif.32 Meskipun pada tataran praktisnya, dua model gerakan

buruh tersebut berjalan secara tumpang-tindih sesuai dengan kebutuhan

gerakan buruh serta permasalahan yang mempengaruhinya.

c. Orientasi Gerakan Buruh.

Gerakan buruh sendiri dapat dikenali dalam dua bentuk orientasi

(sasaran), pertama, gerakan buruh yang menekankan pada kepentingan

ekonomi praktis yang berorientasi untuk memperjuangkan kesejahteraan.

Seperti gerakan buruh memperjuangkan kenaikan upah minimum untuk

memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya.

Kedua, gerakan buruh yang menekankan pada kepentingan politis

yang beroreintasi untuk menaikkan posisi tawar buruh dalam sistem dan

berupaya ikut serta dalam menentukan sistem.33 Seperti gerakan buruh

terlibat aktif dalam hubungan industrial dan ketenagakerjaan, dimana

buruh memiliki hak dan wewenang untuk menentukan pola kebijakan

yang akan diterapkan.

d. Faktor Gerakan Buruh.

Organisasi serikat buruh dalam melakukan gerakan penuntutan

atas dasar hak-hak dasar buruh pada dasarnya dipengaruhi oleh dua faktor

yaitu faktor yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor internal sangat

32 Ibid, hlm. 1.

33 Ibid, hlm.1.
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dipengaruhi oleh adanya kualitas sumber daya manusianya untuk

membangun, visi dan misi organisasi yang lebih artikulatif dalam

memahami fungsi dan tugas organisasi buruh dalam memperjuangkan hak-

hak dasar buruh. 34

Sedangkan faktor eksternalnya, lebih banyak dipengaruhi oleh

tingkat jaringan kerja sama yang dimiliki oleh organisasi buruh, baik

sesama organisasi buruh maupun dengan organasisasi non-pemerintah

seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan mahasiswa.35 Serta

disebabkan atas kondisi struktural sosial, ekonomi dan politik yang

dianggap oleh buruh tidak adil, timpang dan eksploitatif.36

Apabila gerakan buruh semakin besar daya dukung internal

maupun eksternal, maka dapat memberikan berbagai pilihan prioritas

dalam melakukan suatu gerakan. Bahkan pada tingkat tertentu gerakan

buruh dapat difokuskan pada kegiatan pengembangan kapasitas (Capacity

Building) bagi buruh, seperti mengadakan pendidikan dan pelatihan

perburuhan bagi buruh secara keseluruhan anggota organisasi maupun

kepada pengurus organisasinya, sebagai salah satu ruang proses

ideologisasi dan internalisasi gerakan, dalam rangka mengkonsolidir

(memperkuat) dan meningkatkan profesionalitas pengurus organisasi

34 Ibid, hlm. 42.

35 Ibid, hlm. 43.

36 Kris, Nugroho, Protes Sosial Buruh Sebagai Alternatif Perumusan Kebijakan Publik.
Jurnal Ekonomi-Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Erlangga, Volume 5 Nomor,
Agustus 2007. hlm. 22.
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buruh dalam melakukan gerakan advokasi maupun penanganan kasus-

kasus perburuhan.37

e. Strategi Gerakan Buruh.

Gerakan buruh pada tataran praktisya dalam mendesak dan

mempengaruhi suatu kebijakan dapat dilakukan berbagai cara atau model

untuk merubahanya. diantaranya; 1) memperlambat pekerjaan, 2) mogok

kerja dan menghentikan pekerjaan di dalam pabrik, 3) aksi diam dan

duduk-duduk diluar pabrik, 4) unjuk rasa atau mobilisasi massa, 5),

melakukan demonstrasi turun kejalan, 6) hearing atau dengar pendapat

dengan lembaga legislatif maupun eksekutif,  7) kampanye, 8) melakukan

perundingan atau dialog, 9) mengajukan usulan draft kepada legislatif

dalam bentuk draft rancangan perundang-undangan, 10) melakukan kajian

kebijakan, 11) turun kejalan dan menutup jalan dengan membakar ban

bekas, 12) menyebarkan pamlet, 13) membuat poster, 14), mengadakan

konferensi pers atau menyebarkan press rilis sebagai bahan agitasi dan

propaganda gerakan, 15) siaran ata menggelar dialog lewat radio, 16)

memberikan pendampingan (advokasi) atau pembelaa dalam persidangan

peradilan, dan 17) merumuskan counter draft atas kebijakan yang

merugikan buruh.38

Namun, secara umun strategi gerakan buruh dapat dipetakan

menjadi dua hal, yaitu gerakan buruh menggunakan strategi non-litigasi

37 Rachmad, Syafa’at Gerakan Buruh Dan Pemenuhan,hlm.43.

38 Ibid, hlm. 86.
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dan strategi litigasi. Strategi gerakan non-litigasi adalah gerakan yang

menempuh diluar sistem dan tidak mengikuti mekanisme formal yang

sudah ada. Biasanya melalui pengorganisasian masyarakat, desakan massa

untuk memperjuangkan hak-haknya. Sedangkan strategi gerakan litigasi

merupakan gerakan yang menempuh jalur sistem seperti melalui

pengadilan, yang sifatnya sangat kasuistik dan sangat ditentukan oleh

perkara yang masuk pengadilan.39

Selain itu, terjadinya gerakan buruh ini menunjukkan bahwa

buruh mengalami transformasi kesadaraan kelas,40 karena gerakan buruh

mewakili suatu golongan identitas tertentu dan memiliki keinginan serta

tujuan yang dicapai. Sedangkan artikulasi kesadaraan kelas ini mengacu

pada suatu golongan sosial yang ada dalam tatanan masyarakat yang

ditentukan oleh posisi tertentu dalam proses produksi ekonomi.41

Oleh sebab itu, Karl Marx selaku pencetus gagasan kesadaran

kelas terhadap adanya fenomena gerakan buruh ini menjelaskan bahwa;

Dalam sejarah dari semua masyarakat yang ada sampai sekarang
adalah sejarah perjuangan kelas. Orang merdeka dan budak,
bangsawan atau jembel, tuan dan pelayan yang ditindas dan yang
menindas berada dalam pertentangan yang tajam, mereka
melangsungkan pertentangan yang tidak ada akhirnya.42

39Makinuddin dan Trihadrdianto Sasongko, Analisis Sosial Bersaksi (Bandung; Yayasan
AKATIGA, 2016), hlm. 13.

40 Ibid, hlm. 44.

41 Suseno Franz Magnis, Pemikiran Karl Marx; Dari Sosialisme Utopis Ke Perselisihan
Revisionisme (Gramedia Pustaka Utama; Jakarta, 2003) hlm. 111 .

42 Karl Marx dan Frederick Engels, Manifesto Partai Komunis, (Cakrawangsa.
Yogyakarta, 2014), hlm. 34.
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2. Tinjauan Upah dan Kesejahteraan

Upah merupakan hal yang paling fundamental bagi kehidupan

buruh dan keluarganya. Karena upah merupakan salah satu hak

pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai

imbalan dari pengusaha atau pemberi pekerja kepada pekerja/buruh yang

ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan,

atau peratauran perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi

pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang

telah atau akan dilakukan.43

Adanya sistem pengupahan ini tujuannya untuk meningkatkan

kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi pekerja atau buruh.44

Menurut Sumarsono sebagaimana yang dikutip oleh Rini (2012)

penerapan pengupahan di Indonesia pada umumnya didasarkan pada tiga

fungsi upah, yaitu: a) menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan

keluarganya, b) mencerminkan atas hasil kerja seseorang, c) menyediakan

insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas pekerja.45

Oleh karenanya, kesejahteraan buruh hanya dapat tercapai melalui

pemberian upah buruh yang layak dan maksimal. Sebagaimana yang telah

diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 menyatakan

43Grendo Hendrastomo, Menakar Kesejahteraan Buruh: Memperjuangkan
Kesejahteraan Buruh di antara Kepentingan Negara dan Korporasi, Jurnal Informasi Volume 16,
Nomor 2, 2010.

44 Rini Sulistiawati, Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan
Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Di Indonesia, Jurnal Fakultas Ekonomi Tanjungpura
Pontianak, Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012. Diakses 3 Mei 2017.

45 Ibid. hlm, 7.
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bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang

layak bagi kemanusian. Maka adanya penetapan upah minimum baik di

tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota memungkinkan bagi pekerja

atau buruh untuk meningkatkan daya nutrisinya sehingga dalam jangka

panjang dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraannya.46

Pemberian upah pada pekerja dalam suatu kegiatan produksi pada

dasarnya merupakan imbalan atau balas jasa dari para produsen kepada

tenaga kerja atas prestasinya yang telah disumbangkan dalam kegiatan

produksi.47 Sedangkan upah yang diberikan kepada buruh tergantung pada;

1) biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya, 2) peraturan

perundang-undangan yang mengikat tentang upah minimum pekerja, 3)

produktivitas pekerja, 4) tekanan yang dapat diberikan oleh seikat buruh

dan serikat pengusaha, dan 5) perbedaan jenis pekerjaan yang telah

dibebankan.48

Selain itu, pemberian upah oleh pengusaha terhadap pekerja atau

buruh dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraannya dapat

dibedakan menjadi dua macam yaitu upah nominal dan upah riil.49 Upah

nominal adalah sejumlah upah yang dinyatakan dalam bentuk uang yang

diterima secara rutin oleh pekerja atau buruh. Sedangkan upah riil yaitu

46 Ibid. hlm, 5.

47 Ibid. hlm, 3.

48 Ibid, hlm 6.

49 Ibid. hlm 8.
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kemampuan upah nominal yang diterima oleh pekerja atau buruh jika

ditukarkan dengan barang dan jasa, yang diukur berdasarkan banyaknya

barang dan jasa yang bisa didapatkan dari pertukaran tersebut.50

Keberadaan upah minimum yang diterima oleh buruh merupakan

salah satu bentuk jaminan dan perlindungan sosial yang berupa pemberian

atau santunan uang atas pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang

atau berkurang, dan akibat dari peristiwa atau keadaan yang dialami oleh

buruh atau pekerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, hari tua dan

meninggal dunia.51 Sehingga keberadaan upah ini adalah sebuah

menifestasi untuk kesejahteraan bagi kehidupan buruh dan keluarganya.

Sedangkan kesejahteraan buruh atau pekerja adalah suatu

pemenuhan kebutuhan atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan

rohaniah, baik selama maupun di luar hubungan kerja, yang secara tidak

langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja.52

Untuk mendapatkan kehidupan layak dan kesejahteraan bagi

buruh, maka perlu adanya pengorganisasian gerakan buruh yang dilakukan

oleh organisasi atau serikat buruh. Karena organisasi atau serikat buruh

memiliki beberapa fungsi, yaitu; 1) Organisasi atau serikat pekerja adalah

sebuah lembaga yang memiliki perundingan dengan pengusaha (pemilik

50 Eddy, Priyono, Situasi Ketenagakerjaan Dan Tinjaun Kritis Terhadap Kebijakan
Pengupahan Upah Minimum, Jurnal Analisis Sosial, Volume 7, Nomor 1, Februari 2002, (Diakses
3 Mei 2017).

51 Grendo Hendrastomo, Menakar Kesejahteraan Buruh, hlm. 11.

52. Ibid.5.
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modal) tentang upah dan kondisi kerja. 2) serikat pekerja merupakan

bagian dari gerakan sosial yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi

kehidupan para pekerja atau buruh. 3) Serikat pekerja adalah kelompok

penekan (pressure group) yang dapat mempengaruhi suatu kebijakan yang

dikeluarkan oleh pemerintah.53

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara untuk mendapatkan data atau

informasi dengan tujuan dan kegunaan tertentu.54 Dalam upaya

mendapatkan data, maka metode penelitian ini memiliki beberapa unsur

seperti: jenis penelitian, sebyek dan obyek, pengumpulan data dan analisis

data.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian merupakan penelitian kualitatif atau lapangan

yang dilakukan dengan cara terjun kelapangan untuk memahami dan

mendeskripsikan fenomena yang dialami oleh subyek penelitian seperti,

bentuk-bentuk gerakan, persepsi, motivasi, dan lain-lain secara holistik.

2. Penentuan subyek dan obyek penelitian

Proses pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan

cara Random Sampling atau acak, karena peneliti belum mengetahui secara

mendalam mengenai nama-nama subyek penelitian yang akan menjadi

53 Zulkarnain, Ibrahim, Eksistensi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dalam Upaya
Mensejahterakan Pekerja. Jurnal Media Hukum, Volume 23, No 2, Desember 2016. hlm, 5.

54 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R &
D, (Bandung, Alfabeta, 2010). hlm.13.
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informan dalam penelitian ini. Adapun subjek dalam penelitian ini

meliputi Kirnadi (Sekretaris Jenderal Aliansi Buruh Yogyakarta), Miko

(Koordinator Divisi Pendidikan Buruh), Rian (Anggota Divisi Pendidikan

Buruh), Detkri (Wakil Sekretaris I & Advokat Hukum), Rihari

Triwulandari (Kepala Bidang Kesejahteraan & Hubungan Industrial).

Sedangkan obyek dalam penelitian ini adalah Perlawanan Aliansi Buruh

Yogyakarta terhadap Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang

Pengupahan Untuk Kesejahteraan meliputi sejarah dan dinamika gerakan

perlawanan Aliansi Buruh Yogyakarta, arah gerakan, orientasi perjuangan,

strategi gerakan dan faktor yang mempengaruhi gerakan Aliansi Buruh

Yogyakarta.

3. Metode pengumpulan data

Untuk memperkaya data yang didapatkan, peneliti

menggunakan beberpa metode, seperti:

a. Observasi

Kegiatan observasi penelitian ini dilakukan melalui dua tahap

yaitu observasi langsung seperti mengikuti diskusi, seminar dan aksi

demontrasi pada tanggal 1 Mei 2017. Sedangkan observasi tidak langsung

dilakukan melalui website resmi milik Aliansi Buruh Yogyakarta berupa

dokumentasi-dokumentasi terkait dan naskah-naskah yang berkaitan.

Kegiatan observasi ini dilakukan dari tanggal 20 Maret- 15 Agustus 2017.
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b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara mendalam dan

terstruktur sesuai dengan panduan wawancara, yaitu peneliti berusaha

menggali informasi secara detail mengenai berbagai pembahasan yang

dapat mendukung data dalam penelitian ini. Wawancara ini dilakukan

kepada pihak Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) meliputi: Kirnandi (34

Tahun), Miko (28 Tahun), Rian (24 Tahun), Detkri (28 Tahun) dan Pihak

Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu Rihari

Triwulandari (42 Tahun). Untuk mendukung lancaranya proses

wawancara, peneliti menggunakan, handphone sebagai alat perekam dan

dokumentasi serta beberapa catatan.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh

melalui dokumen-dokumen.55 Dokumentasi dalam penelitian ini didapat

secara langsung, seperti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan

sejarah, visi misi dan struktur organisasi Aliansi Buruh Yogyakarta yang

didapatkan langsung dari Sekretaris jenderal Aliansi Buruh Yogyakarta

ketika peneliti melakukan wawancara dan observasi. Sedangkan dokumen

tidak langsung yang diperoleh melalui media online (buruhjogja.com)

seperti, berita, foto, poster, pamflet, selebaran (press realse) yang

digunakan ketika aksi protes terhadap Peraturan Pemerintah N0 78 Tahun

55Husaini Usman & Purnomo Setaidi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, ( Jakarta; PT
Bumi Aksara. 2008), hlm. 69.
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2015 Tentang Pengupahan sedang berlangsung. Hal ini dilakukan untuk

memperkaya data.

4. Validitas Data

Validasi data dalam penelitian menggunakan teknik triangulasi

yakni dengan menggabungkan teknik wawancara, observasi dan

dokumentasi. Dalam proses pengumpulan data peneliti menggunakan

teknik wawancara dengan memakai interview guide, observasi langsung

dan tidak langsung melalui media sosisal serta beberapa dokumen terkait.

5. Metode Analisis Data

Setelah data yang terkumpul dengan menggunakan beberapa metode

yang digunakan, kemudian data dianalisis  dengan menggunakan reduksi

data, penyajian data dan verifikasi data.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data model

Miles dan Huberman. Berikut adalah langkah-langkah dalam analisis data

Miles dan Huberman:

1) Reduksi data.

Kegiatan ini dilakukan dengan mengurangi, memilih dan

mengkategorikan data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi

yang diperoleh kedalam tema penelitian yang telah ditentukan

sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Sehingga

mempermudah dalam menyajikan data.
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2) Penyajian data

Setelah mengkategorikan data sesuai dengan klasifikasi teori,

kemudian peneliti menyajikan data kedalam bentuk narasi.

3) Verifikasi data

Setelah data disajikan dalam bentuk narasi, kemudian peneliti

melakukan penarikan data dan berupaya menjawab rumusan

masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini, peneliti menetapkan

sistematika pembahasan kedalam beberap bagian yang terdiri sebagai

berikut:

Bab I berisi tentang pendahuluan. Bab ini memuat tentang latar

belakang, rumusan, masalah tujuan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka,

kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang sejarah dan dinamika gerakan buruh Aliansi

Buruh Yogyakarta (ABY) baik terkait dengan visi-misi, orentasi gerakan

dan bentuk-bentuk perjuangannya.

Bab III, berisi tentang potret konsolidasi gerakan buruh yaitu ABY

dalam menyikapi Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang

Pengupahan.

Bab IV, merupakan penutup dari penelitian ini, yang berisi tentang

kesimpulan dan saran-saran.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait konsolidasi

gerakan perlawanan Aliansi Buruh Yogyakarta terhadap Peraturan

Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan bisa disimpulkan

bahwa gerakan perlawanan Aliansi Buruh Yogyakarta sangat massif,

karena Aliansi Buruh Yogyakarta memiliki kekuatan internal yang cukup

mendukung, seperti halnya sumber daya manusia, struktur kelembagaan

yang sangat koordinatif dan sinergis, serta sistem pola kaderisasi gerakan

berjalan dengan baik dan efektif.

Bahkan, pendanaan Aliansi Buruh Yogyakarta dalam membangun

gerakan perlawanannya sangat mandiri. Artinya setiap federasi serikat

buruh yang berafiliasi dengan Aliansi Buruh Yogyakarta memberikan

donasi (sumbangan) dalam rangka memenuhi segala keperluan dan

kebutuhan gerakannya.

Dengan demikian, perlawanan terhadap peraturan pemerintah

tentang pengupahan ini telah menjadi narasi besar dalam bingkai gerakan

Aliansi Buruh Yogyakarta selama ini. Sebab, keberadaan peraturan

pemerintah tentang pengupahan ini merupakan salah satu masalah yang

krusial bagi pekerja atau buruh dalam sistem hubungan ketenagakerjaan

atau perburuhan di Indonesia, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta
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(DIY). Meskipun upaya perlawanannya secara formal tidak menghasilkan

perubahan yang signifikan.

B. Saran-Saran

1. Untuk Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat ketika ingin

membuat suatu kebijakan yang berupa politik hukum (perundang-

undangan) harus melibatkan serikat pekerja atau buruh didalamnya,

atau minimal mendengarkan aspirasinya, supaya tidak terjadi polemik

hubungan ketenagakerjaan yang berkepanjangan.

2. Untuk akademisi agar melakukan penelitian lanjutan mengenai

gerakan perlawanan buruh terhadap kebijakan dengan menggunakan

kerangka perspektif yang berbeda dalam rangka memperkaya

khazanah gerakan serikat buruh di era reformasi.

3. Untuk Aliansi Buruh Yogyakarta supaya tetap menguatkan roda

gerakan dan menjalankan sistem kaderisasinya, sebagai sebuah

langkah antipatif. Mengingat gelombang fundamentalisme pasar bebas

(kapitalisme/neoliberalisme) dan pergeseran modal semakin menguat

di republik ini.

4. Untuk gerakan mahasiswa supaya terus bersekutu dan bersolidaritas

dengan gerakan serikat pekerja atau buruh demi terciptanya

kesejahteraan dan keadilan bagi pekerja atau buruh.

5. Untuk peneliti selanjutnya, dalam memperkaya data hendaknya

menggunakan metode Forum Discussion Group (FGD) dalam setiap
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federasi-federasi yang tergabung dalam Aliansi Buruh Yogyakarta

termasuk pada tingkat Pimpinan Unit Kerja (PUK).
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Daftar Nama Informan

1. Kirnadi (Sekretaris Jenderal Aliansi Buruh Yogyakarta)

2. Miko (Koordinator Divisi Pendidikan Buruh Aliansi Buruh Yogyakarta)

3. Rian (Anggota Divisi Pendidikan Buruh Aliansi Buruh Yogyakarta)

4. Detkri (Sekretaris I Aliansi Buruh Yogyakarta)

5. Rihari Triwulandari (Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinas

Tenaga Kerja Kota Yogyakarta)



Daftar Pertanyaan Peneliti Ke Miko

1. Bisa diceritakan terkait proses konsolidasi ABY dalam memperkuat gerakannya untuk

menyikapi PP No 78 tentang pengupahan tahun 2015?

2. Apa saja bentuk-bentuk gerakan ABY mas, selama 2 tahun dalam mengawal atau

memperjuangkan sekaligus menolak PP pengupahan?

3. Apa agenda-agenda penyikapan isu-isu perburuhan mas?

4. Terkait dengan kebutuhan hidup layak, apa sih sebenarnya menjadi poin kritikan atau

titik kritik ABY terhadap PP pengupahan, apa saja?

5. PP penupahan ini, dari mas jelaskan berarti merugikan buruh ya, dan apakah PP

pengupahan menguntungkan pemiliki modal?

6. Kalau mas tadi mengatakan bahwa PP 78 ini menguntungkan buruh 10%, dan 90%

merugikan pekerja atau buruh. Apakah PP pengupahan ini secara otomatis

melanggengkan upah rendah di Jogajakarta?

7. Terkait dengan upah minimum kabupaten atau UMK atau UMR tadi yang 1 .300.000

itu menurut mas selaku pekerja itu mensejahterakan atau tidak mas?

8. Terkait dengan penguatan di internal ABY, itu di ABY sendirinya itu menyerahkan ke

POK atau pipmpinan unit kerja atau serikat-serikatnya mas?

9. Jumlah total yang tergabung dari ABY kalau di lihat dari konfederasinya ada berapa

mas?

10. Ketika melakukan kegiatan pendidikan atau sosialisasi hak-hak normative buruh itu

acuan materi apa mas, apakah dari UUD 45, UU ketenagakerjaan?

11. Program itu di ABY-nya sudah berjalan?

12. Terima kasih banyak ya mas?



Daftar Pertanyaan Peneliti Ke Ibu Rihari Triwulandari

1. Bagiamana pandangan ibu terkait dengan PP 78?

2. Selain melakukan survey dipasar untuk melakukan formulasi upah di kabupaten /kota

apa saja komponennya bu ?

3. Tujuan umum dari  pp pengupahan menurut ibu?

4. PP Pengupahan salah satu jalan antara serikat pekerja dan pengusaha, ya bu ?

5. Bagaimana hubungannya Antara UMK dengan UMP?

6. Bagaimana hubungan antara pemerintah, pengusaha dan serikat buruh bu?

7. Terkait mekanisme segala aspirasi ruang2 apa saja yang diberikan oleh disnaker bu,

selaku ada di tengah2 sebagai mediator?

8. Pekerja di Jogja kan lumayan banyak bu, itu kira-kira berapa bu?

9. Wewenang ibu apakah pekerja ini diformal aja bu, seperti kesejahteraan, fasilitas, atau

segala kebutuhannya untuk berlaku untuk formal aja bu?

10. Terima kasih banyak ya bu, maaf mengganggu waktunya?.



Daftar Pertanyaan Peneliti Ke Detkri

1. Apa alasan-alasan Aliansi Buruh Yogyakarta menolak PP 78 Tentang pengupahan

mas?

2. Bagaimana proses perlawanan Aliansi Buruh Yogyakarta terhadap PP 78 tentang

pengupahan mas?

3. Bagaimana proses konsolidasi Aliansi Buruh Yogyakarta baik secara internal maupun

eksternal mas, dalam rangka memperkuat dan memassifkan gerakannya mas?

4. Apakah PP 78 tentang pengupahan ini merugikan pekerja atau buruh mas?

5. Apakah upah minimum kabupaten/kota di Yogayakarta mensejahterakan buruh mas?

6. Apa saja bentuk-bentuk strategi dan taktik yang dilakukan oleh Aliansi Buruh

Yogyakarta dalam melawan dan menolak PP 78 tentang pengupahan mas?

7. Apa saja program-program gerakan Aliansi Buruh Yogyakarta dalam rangka

membangun kapasitas diri buruh?

8. Apa harapan mas, terkait narasi gerakan buruh di Yogayakarta?



Daftar Pertanyaan Peneliti Ke Kirnadi

1. PP Pengupahan tahun 2015 itu cenderung mengikuti mekanisme pasar dan

menguntungkan pemilik modal dan juga merugikan pekerja. Nah,, apa saja yang

menjadi kritikan ABY terhadap PP Pengupahan?

2. Selain terkait soal itu juga, bahwa dalam penentuan upah minimum berdasrakan pada

inflasi dan pertumbuhan ekonomi dan juga terkait dengan kebutuhan hidup layak

(KHL) pekerja itu dilakukan oleh BPS selama 5 tahun ya mas ya. Nah bagaimana

tanggapan mas terkait dengan survey yng dilakukan oleh BPS selama 5 thn itu.

Padahal pada nyatanya kebutuhan2 pekerja kan setiap hari pun berubah ya,,apalagi

dalam jangka 5 tahun. Apakah itu benar-benar merugikan pekerja ?

3. Kalau untuk UMK di Jogjakarta itu, 1. 500.000. Apakah UMK itu mensejahterakan

buruh/pekerja atau tidak mensejahterakan mas?

4. Sehingga itu bisa menjadi data ?

5. Dengan bentuk perjuangan ABY untuk mengumpulkan, untuk meralisasikan tujuan

biasanya menggunakan metode atau strategi apa saja mas , kalau saya lihat di website

itu menggunakan metode litigasi sekaligus non litigasi. Nah selama ini, sejak PP

Pengupahan yang diputuskan oleh presiden, ABY dalam melakukan perlawanan

strateginya apa saja ?

6. ABY terdiri banyak elemen-elemen yang terlibat di dalamnya. Ada mahasiswa,

pekerja itu sendiri, nah..itu bagaimana bentuk konsolidasi atau penguatan di internal

maupun nanti membangun aliansi di luarnya/eksteralnya. Mungkin di internalnya dulu

ya mas ?

7. Biasanya dalam bentuk gerakan apakah ada program-program khusus untuk e,,apa

ya,,, untuk mempersatukan elemen-elemen, semisal ada program pendidikan buruh

dan penyadaran-penyadaran buruh ?

8. Bagaimana proses perlawanan ABY sejak diputuskannya PP Pengupahan pada thn

2015 sampai sekarang, apa proses-proses perlwanan yang dilakukan oleh ABY ?

9. Dalam mekanisme penentuan upah ada dewan pengupahan, nah bagaimana

panadangan mas terkait dengan dewan pengupahan ini strategiskah dalam

mengakomodasi kepentingan-kepentingan pekerja di DIY ?

10. Dalam anggota dewan pengupahan yang jelas ada representasi buruh ada disana,

bagaimana pandangan mas terkait dengan perwakilan atau representasi untuk

mewakili kepentingan-kepentingan buruh ?



11. Apakah ABY ini mendelegasika karena dalam ABY terdapat federasi-federasi,

apakah salah satu bentuk anggota ABY masuk dalam anggota masuk di LKS

Tripartit?

12. Gerakan menempuh jalur hukum ABY sudah 8 kali sidang di PTUN ?

13. Isu-isu apa saja perburuhan di indonesia yang perlu di dorong mas?

14. Pergeseran modal yang sangat cepat ini, yang sudah saya wawancarai dengan

jenengan bahwa Yogyakarta menjadi upah sangat terendah di indonesia, tentu itu

menjadi ladang basah bagi pengusaha. Nah saya lihat bahwa perusahan-perusahan

seperti hotel itu lebih dari 1000 mas bagaimana strategi ABY untuk menjaring teman-

teman lainnya agar berorganisasi mas, apa upaya yang dilakukan oleh ABY terkait hal

ini?

15. Harapan gerakan ABY, bagaimana harapan kedepannya terkait dengan gerakan buruh

se-Indonesia khususnya di ABY mas?

16. Bagaimana seumpamanya pekerja atau buruh secara nasional menjadi sebuah

instrument politik dalam menyampaikan segala kepentingan dan aspirasi buruh ??

17. Terima Kasih banyak mas atas waktunya?.



Daftar Pertanyaan Peneliti Ke Rian

1. Bisa jelaskan mas, terkait proses perlawanan ABY terhadap PP 78 mulai dari 2015

hingga sekarang mas?

2. Pengorganisasian ABY itu seperti apa mas, dalam membngun gerakannya ?

3. ABY juga aktif digerakan litigasi ya mas terkait dengan pengugtan PP 78 kepada

PTUN, nah bagiamana prosesnya pengguatan tersebut ?

4. Menggugat ke PTUN, berapa kali mas?

5. Berapa kali sidang di PTUN mas ?

6. Di internal apakah ABY adakah program-program pelatihan, biasanya POK sebagai

serikat pekerja, nah untuk mengkonsolidasikan di internalnya itu gimana mas seperti

mengajak temen-temen organisasi gerakan lain yang berbeda identitas dan isu

perjuangannya?

7. SK gubernur mengenai pengupahan tidak bisa diganggu gugat, nah ada contoh

menarik seperti aceh yang tidak menggunakan PP Pengupahan, bagaimana menurut

penjelasan mas terkait ada salah satu daerah yang punya ststus keistimewaan juga tapi

tidak melaksanakan PP Pengupahan. Kalau di DIY bagaimana studi kasusnya ?

8. Pertumbuhan ekonomi secara nasional jika inflasi itu brdasarkan pada provinsi atau

daerah untuk meningkatkan skala upah tapi perdaerah apakah itu menguntungkan

pekerja ?

9. Salah satu  yang ada dalam PP Pengupahan adalah KHL yang di survey oleh BPS

selama 5 tahun, itu menjadi titik kritik buruh sebenarnya?

10. Kritikan buruh dalam PP Pengupahan ini adalah tidak adanya sanksi pidana Cuma

adanya sanksi administrative, nah apakah ini juga termask pekerja juga karena tidak

ada sanksi yang tegas terhadap pengusaha ?

11. Kembali ke ABY mas, untuk 2017 kegiatan-kegiatan apa untuk melakukan

konsolidasi di internal ?

12. ABY ini berapa kali seperti ngumpul melakukan diskusi?

13. Baiasanya isu-isu apa yang didiskusikan, atau Cuma hanya silaturahim saja?

14. Apakah keberadaan dewan pengupahan yang dari buruh itu satrategis mas?

15. Terima kasih banyak mas?
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